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Abstracts 

 
The ambiguity of the legal basis in granting authority to a judicial institution will lead to differences of 
opinion among judges in deciding a dispute. The absolute authority of the Tax Court in handling tax disputes 
has been clearly regulated in Law Number 14 of 2002, but this authority does not yet cover factual actions in 
the field of taxation. The Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022 (SEMA 1 of 2022) has expanded 
the authority of the Tax Court as stipulated in Article 31 of the Tax Court Law.  This research employs a 
normative juridical research method with legal materials sourced from primary legal sources, secondary 
legal sources, and non-legal materials. The approach utilized includes a statutory approach and a conceptual 
approach. The research findings indicate that the position of SEMA 1 of 2022 as a filler in the legal vacuum 
regarding the authority of the Tax Court in handling factual action disputes is in accordance with Article 10 
paragraph (1) of the Law on Judicial Power and Article 79 of the Law on the Supreme Court. Thus, the 
expansion of the authority of the Tax Court in terms of the aspect of formal legal certainty has been fulfilled 
because there is already a written legal basis. However, from the aspect of substantial legal certainty, it has 
not been fulfilled. Because, based on Article 1 Number 22 of the Law on Government Administration, the 
addition of the absolute competence of a judicial institution requires a legal umbrella in the form of a law. 
Therefore, to fulfill whole legal certainty, the material content of SEMA 1 of 2022 needs to be included in the 
Tax Court Act by revising Article 31. 
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PENDAHULUAN 

Kewenangan suatu lembaga peradilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa harus memiliki 
landasan hukum yang kuat (Arwanto, 2016; Isnantiana, 2017; Ayuni, 2018; Sardari, 2022). Landasan 
yuridis kewenangan suatu lembaga peradilan diperlukan agar putusan yang dihasilkan memiliki 
kredibilitas yang kuat dan sah secara hukum (Suadi, 2021; Waluyo, 2022). Landasan yuridis yang kuat atas 
kewenangan suatu lembaga peradilan terkait erat dengan aspek kepastian hukum (Aziz, 2010; Waskito, 
2018; Sinaga, 2020). Keraguan terhadap landasan yuridis kewenangan suatu lembaga peradilan akan 
mengakibatkan perbedaan sikap dan pandangan dari para hakim dalam menangani suatu sengketa dalam 
peradilan tersebut. 

Kewenangan suatu lembaga negara atau pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasaan Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum 
publik. Ketentuan tersebut membatasi bahwa kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintah hanya dalam 
lingkup atau ranah hukum publik. Selanjutnya, Thalib (2006), menambahkan bahwa kewenangan yang 
dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga Negara dalam melakukan perbuatan nyata 
(riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi kewenangan yang 
diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat. 

Kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi (Hadjon, 
2008; Gandara, 2020; Rahayu & Faisal, 2021; Ripaldi & Priskap, 2023). Sedangkan menurut Soeroso 
(2001), kewenangan peradilan atau kewenangan mengadili terdiri dari kewenangan peradilan 
berdasarkan atribusi dan berdasarkan distribusi. Kewenangan peradilan berdasarkan atribusi sering 
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disebut dengan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut peradilan. Kewenangan peradilan 
berdasarkan atribusi yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan 
secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan kewenangan peradilan 
berdasarkan distribusi sering disebut dengan kewenangan nisbi atau kompetensi relatif suatu badan 
peradilan. Kewenangan distribusi ini umumnya didasarkan pada kewenangan wilayah misalnya 
kewenangan suatu peradilan untuk menangani perkara dalam suatu wilayah tertentu misal Pengadilan 
Negeri yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan berdasarkan tempat tinggal (domisili) tergugat. 

Dari pendapat Suroso (2001) di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya kewenangan 
lembaga peradilan dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. 
Kewenangan absolut peradilan adalah kewenangan yang diatur berdasarkan suatu Undang-Undang. 
Sehingga kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan tersebut adalah mutlak. Contoh lembaga peradilan 
yang kewenangannya absolut adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur kewenangannya dalam 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak yang kewenangannya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Pengadilan Pajak).  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) pada Pasal 87 telah memperluas pengertian Keputusan Tata 
Usaha Negara terkait dengan penetapan tertulis sehingga mencakup tindakan faktual. Perluasan makna 
penetapan tertulis dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah memperluas 
kewenangan peradilan tata usaha negara yang juga mencakup sengketa atas tindakan faktual pemerintah. 
Perluasan makna penetapan tertulis sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan banyak 
pihak memahami juga memperluas makna keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Pengadilan Pajak. Namun demikian mengingat landasan yuridis terkait kewenangan Pengadilan Pajak 
untuk menangani sengketa tindakan faktual belum ada. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan 
kehakiman yang tertinggi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan 
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Bagi Pengadilan (selanjutya disebut SEMA Nomor 1 Tahun 2022). Pada bagian Rumusan Hukum Kamar 
Tata Usaha Negara angka 3 ditegaskan bahwa “Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang 
perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”  

Landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani suatu sengketa tindakan faktual 
yang tidak dalam bentuk undang-undang namun dalam bentuk SEMA memunculkan suatu pertanyaan 
apakah landasan yuridis ini sudah memadai jika ditinjau dari aspek kepastian hukum?  Mengingat Pasal 1 
Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa kewenangan absolut suatu 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 atau oleh Undang-Undang. Ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum berdasarkan 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak yang 
diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, dinilai belum memadai. 

Sementara itu berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung diberikan 
kewenangan untuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak 
diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung. Ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum 
berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung ini maka SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan 
landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak, dinilai sudah memadai.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti 
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2001; Benuf & Azhar, 2020; Prasetya, 2020; Fais, 
2021; Soesilo, 2021; Putri, 2022; Syahrum, 2022). Penelitian ini berbasis pada inventarisasi hukum positif 
dan penemuan asas-asas hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) yaitu, suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
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yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.  
Permasalahan yang menjadi fokus penelian adalah terkait dengan aspek yuridis penerbitan SEMA 

Nomor 1 Tahun 2022 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 22 dalam Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan. Dalam menganalisis objek penelitian hukum, Penulis membutuhkan bahan hukum yang 
terbagi menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-
hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Undnag-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan SEMA. Adapun bahan hukum 
sekunder yang terdiri dari buku dan literatur hukum yang membahas mengenai aspek kepastian hukum 
dan kewenangan peradilan. Pendapat ahli dan jurnal hukum juga dibutuhkan oleh penulis yang termasuk 
dalam bahan hukum sekunder. 

Pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan hukum adalah menggunakan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis pendekatan perundang-undangan 
dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan konflik antara peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. Pendekatan pada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Pasal 1 Angka 22 Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan antara dua peraturan tersebut nanti dapat membantu 
penulis untuk menyimpulkan penelitian. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual untuk mengetahui 
konsep dari suatu perundang-undangan kemudian dianalisis sebagai pemecahan masalah. Dengan 
mengetahui konsep dalam suatu perundang-undangan juga dapat mempermudah untuk memahami 
doktrin-doktrin dalam ilmu hukum atau asas yang sesuai dengan atribusi kewenangan suatu lembaga 
peradilan. Dengan mendalami konsep yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung 
dengan Pasal 1 Angka 22 undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat ditarik kesimpulan terkait 
dengan kepastian hukum landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa 
gugatan atas tindakan faktual dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Dan Cukai. 
 
PEMBAHASAN 

Pada pembahasan ini penulis memulai bahasan dari pengertian kepastian hukum menurut Jan M. 
Otto yang mensyaratkan bahwa salah satu syarat terpenuhinya aspek kepastian hukum adalah tersedianya 
aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses dan aturan hukum 
tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan 
mudah diperoleh (Soeroso, 2017). Adanya aturan hukum yang jelas akan menjadi pegangan bagi para 
pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan secara 
konsisten dan dapat menjamin adanya kepastian hukum. Gustav Radbruch menambahkan bahwa tujuan 
hukum adalah kepastian, menurutnya hukum tersebut akan mempunyai kepastian apabila sudah 
dipositifkan atau disebut dengan hukum positif (Rhifi, 2023). 

Ketentuan hukum yang menjadi landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani 
sengketa perpajakan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan (1) 
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak; (2) Pengadilan 
Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan 
memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau 
Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. 

Pasal 31 tersebut di atas mengatur bahwa lingkup kewenangan Pengadilan Pajak hanya untuk 
menangani sengketa perpajakan dan tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa selain 
sengketa perpajakan. Pengertian sengketa pajak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-
Undang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat 
diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa. Sedangkan pengertian keputusan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 4 
Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka 
pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 
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Dengan demikian pengertian sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan yang terjadi 
antara negara dalam hal ini otoritas pajak dengan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Pengertian 
sengketa pajak dalam Pasal 31 tersebut terbatas pada: (a) Penyelesaian sengketa banding atas keputusan 
keberatan, (b) Penyelesaian sengketa gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak, (c) Penyelesaian 
sengketa gugatan atas keputusan pembetulan, (d) Penyelesaian sengketa gugatan atas keputusan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP). 

Rumusan dalam Pasal 31 tersebut belum mengatur kewenangan Pengadilan Pajak dalam memeriksa 
dan memutus sengketa gugatan terhadap tindakan faktual Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 
pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan penyidikan pajak. Faktanya pada saat ini sengketa tindakan 
faktual Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai banyak masuk ke Pengadilan 
Pajak untuk diselesaikan. Sebagai lembaga peradilan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang 
menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”, maka Pengadilan 
Pajak tidak boleh menolak sengketa yang masuk dengan alasan bahwa hukum yang mengaturnya tidak 
ada.   

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengadili sengketa 
tindakan faktual Direktorat Jenderal Pajak, sejauh ini dipandang belum lengkap dan tidak tegas sehingga 
pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Pajak menjadi bias, menimbulkan perbedaan penafsiran dan 
menimbulkan disparitas putusan hakim untuk sengketa yang serupa. Ketidakjelasan rumusan norma ini 
mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran hukum terhadap rumusan kewenangan Pengadilan Pajak 
yaitu pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai apa yang dimaksud dengan 
keputusan lainnya dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang KUP. 

Adanya perluasan pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ternyata Masyarakat Wajib Pajak memaknai perluasan 
dalam Pasal 87 ini juga memperluas pengertian keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Pengadilan Pajak. Walaupun secara tegas Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 
menyebutkan bahwa yang diperluas adalah pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang 
diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.  

Untuk memberikan landasan hukum terkait kewenangan Pengadilan Pajak untuk menangani 
sengketa gutatan atas tindakan faktual yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan 
Cukai, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan 
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Bagi Pengadilan.  

Apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum menurut Jan M. Otto yang mensyaratkan adanya aturan 
hukum tertulis yang jelas, maka penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dapat dikatakan telah memenuhi 
persyaratan aspek kepastian hukum tersebut. Namun bagaimana kedudukan Surat Edaran tersebut dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah Surat Edaran Mahkamah agung tersebut dapat 
dikategorikan sebagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia? 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
pada Pasal 7 ayat (1), mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Jenis 
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a)Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan 
Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, 
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah 
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) 
memberikan persyaratan bahwa: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 Tentang Mahkamah Agung pada Pasal 79 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki 
kewenangan untuk mengeluarkan suatu peraturan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam hal Undang-Undang Mahkamah Agung 
belum mengaturnya. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung untuk 
mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan jalannya peradilan.  

Apabila dikaji dari ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan 
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SEMA Nomor 1 
Tahun 2022 termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 masih perlu dikaji dari aspek 
kepastian hukum terkait dengan substansi isi dari pengaturannya. Peraturan yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Agung harus dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. 
Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang Mahkamah Agung ini hanya merupakan 
bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri 
dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula 
mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. 
Secara keseluruhan isi dari Undang-Undang Mahkamah Agung ini lebih banyak mengatur mengenai 
kewenangan dalam beracara di pengadilan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan 
peraturan hanya terbatas pada kebutuhan untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan apabila 
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung.  

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut berisi rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara 
yang menyebutkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan pajak juga meliputi Keputusan dan/ atau 
Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini telah 
menambahkan kewenangan Pengadilan Pajak dalam penanganan sengketa atas tindakan faktual di bidang 
perpajakan dan memperluas makna dari Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak.  

Selanjutnya Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa 
“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.” Ketentuan ini mengatur 
bahwa kewenangan absolut atas suatu badan pemerintah atau lembaga peradilan, dalam hal ini 
Pengadilan Pajak, hanya dapat diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 atau Undang-Undang. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut suatu peradilan diatur 
secara khusus dengan Undang-undang yang mengatur peradilan tersebut. Oleh karena itu SEMA Nomor 1 
Tahun 2022 tersebut seharusnya tidak boleh menambah atau mengurangi kewenangan absolut 
Pengadilan Pajak karena kewenangan Pengadilan Pajak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang 
Pengadilan Pajak. 

Menurut penulis penambahan kewenangan Pengadilan Pajak melalui SEMA ini masih dapat 
dipertanyakan dari aspek kepastian hukumnya karena berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan, penambahan kompetensi absolut suatu lembaga peradilan membutuhkan 
payung hukum berupa undang-undang. Maka berdasarkan ketentuan di atas penambahan kewenangan 
Pengadilan Pajak untuk mengadili tindakan faktual dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai dengan SEMA, menurut Penulis asas kepastian hukumnya masih belum terpenuhi.  

Pada kenyataannya sengketa atas tindakan faktual dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea 
Dan Cukai banyak diajukan ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian terkait dengan sengketa tindakan 
faktual tersebut, Pengadilan Pajak harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut. 
Oleh karena itu, menurut penulis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat menjadi solusi sementara dalam 
kekosongan hukum terkait penanganan sengketa gugatan atas tindakan faktual yang dilakukan Direktorat 
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

Namun demikian SEMA tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab permasalahan dalam aspek 

https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih


Volume 01 (3) September 2023 https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih ISSN: 2987-9752 

172 PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum 

 

 

kepastian hukum karena yang diatur adalah terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Pajak karena 
sesuai dengan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut suatu 
lembaga peradilan membutuhkan payung hukum berupa Undang-Undang.  

Langkah pengaturan untuk menambah kewenangan absolut Pengadilan Pajak yang paling tepat 
adalah melalui Undang-Undang. Keberadaan Pengadilan Pajak telah diatur tersendiri dengan Undang-
Undang Pengadilan Pajak. Wilayah kewenangan absolut Pengadilan Pajak adalah menangani sengketa 
pajak kewenangan ini telah secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang pengadilan Pajak. Maka akan 
lebih tepat apabila perluasan pengertian mengenai keputusan tata usaha negara di bidang perpajakan 
yang juga mencakup tindakan faktual di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan 
Pajak dengan memperluas pengertian Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-
Undang Pengadilan Pajak.  
 
PENUTUP 
Aspek kepastian hukum di bidang peradilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat 
selain aspek keadilan. Kepastian hukum dapat diwujudkan apabila terdapat landasan. yuridis yang jelas 
yang tertulis atau tercantum dalam peraturan perudang-undangan. Berdasarkan uraian sebelumnya, 
maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinilai masih sebagai solusi 
sementara untuk mengatasi kekosongan hukum terkait kewenangan Pengadilan Pajak. Maka dapat 
disimpulkan bahwa dari aspek kepastian hukum secara formal sudah terpenuhi karena sudah ada 
landasan hukum yang tertulis.  

2. Namun dari aspek kepastian hukum substansial belum memenuhi karena berdasarkan Pasal 1 Angka 
22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penambahan kompetensi absolut suatu lembaga 
peradilan membutuhkan payung hukum minimal yang setingkat dengan undang-undang.  
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